- Mengingat |

- 1.

- Indonesia Nomor 4438), s j

'PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

L
n:;?-

Kot m o o - ik e

[T

i
BUPATI BOMBANA, 1 Bl |
bahwa dalam rangka memngkatkan efeknfltas |Pelayanan Pemenntah

Pembangunan dan Kemasyarakatan pada Wllayah hecamatan Poleang, -perlu
diadakan Pemekaran dengan Pembentukan Kecamatan Ploieang Barat;

bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada puruf |a, perlu diatur dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupa}ep EB?mbana,
il

L
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi,- Kolusi dan Nepotisrpe“ (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 1999 N_omor 75_ Tambahan ;Lembaran Negara

Republlklndonesia Nomor L) R
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

-_f: ‘

" Bombana, Kabupaten Wakatobl dan Kabupaten I\olaka Utara di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indones:a Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi!a Non?or 41139);

'''''

i
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 stentang - Perr'lenntahan Daerah

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia” Tahunt2004 l I ~ Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Repubhklndones:a ' ’I No or 4437); -

Undang-Undang Notmor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat: dan : Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lgmbaran Negara Repubhk
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordmasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Repubhk[lndonesia Tahun 1988

"Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Inlc{onesla Nomor 3373 );
. Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang'}(ewenangan Pemerintah

dan Kewenangan . Propm51 sebagai. Daerah Otonom ] (Lembaran Negara

- Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3952); = R l

Peraturan Pemerintah Repubhk Indonemai Nomcr 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran‘Negara Republxk Indonesia
Tahun - 2003 - Nomor 14 Tambahan lernbaran Negara Repubhk Indonesia

| §

Nomor 4262); S '_1 N ;

PR

* Keputusan Presiden Repubhk lndonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk‘ Rancangan Undang-

‘undang, Rancangan Peraturan Pemenntah dan Ran..angan Keputusan Presiden

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 ), :
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Dengan Persetujuan Bersama F : ; :
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATE!;!
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(a_;bupéten Bombana

dan SR
BUPATI BOMBANA P
| . - MEMUTUSKAN HUE |
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATMjI PPLEANQ BARAT -
| BAB| SRR SR 1R
: --_-.'-:;..:,_-.E_-,-ai‘.:;z
ETENTUAN UMUM Lol
: BHE
Pasal1 jZf o
| Datam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ,i
a. Daerah adalah Kabupaten Bombana; - HHE
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana
- ¢. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana; _ '
d. Camat adalah Kepala Kecamatan Poleang Barat |
' : P ; i
~ PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAHg ar
PasalZ TS ] ;
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Dengan Peraturan Daerah i ini, d]bentuk Kecamatan Poleang Barat dalam Wilay a_ih
PropmSI Sulawesr Tenggara 5 o i . SR f |
- S - SRR
P _"_ i Pasal:i Sk
(1)Wilayah Kecamatan Poleang Barat terdiri atas f i ;
- a. Desa Lameo-meong; . |
b. Desa Rakadua; s
-¢. Desa Ranokomea; i
d. Desa Timbala; i
e. Desa Toari Buton;
f. Desa Babamolingku; ‘
(2) Ibukota Kecamatan Poleang Barat berkedudukan di Rakadua 5
Pasal4 - :!-
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jDengan di bentuknya Kecamatan Poleang Barat! sebagaimana dimaksud dalarn

wi layah Kecamatan Poleang berkurang seluas Wi layah Kecamatan Poleang Barat.
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: . Pasal5 : EEEERIRNA RN B

{1} . Kecamatan Poleang Barat mempunyai batas—batas sebagai bgl:i!qy_t ? ; !
~a. Sebelah Utara berbatasan dengan Wllayah Kabupaten Koiaka : ‘ {

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone o SR ’* | ' |

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone | : L 1 | *

. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Poleang B | |

j

Batas-batas sebaga:mana dimaksud pada ayat [1) dltuangkan dalam Peta
. tidak terplsahkan dari Peraturan Daerahini. ; = CoH N
(3) Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Poleang Barat secara; Er;\a:‘.tl_l {

: dlmaksud pada ayat (1) d1tetapkan dengan Keputusan Kepala I__Jaerah ' ’ :.'-
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;;asal: 2 maka luas

yang meliupakan bagian'

.Edi_l.apafwgari sebagaimana
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Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan serta Perubahan Narna daq
dalam Kecamatan Poleang Barat, dltetapkan dengan Peraturan paerah ;

Perund ang—undangan yang berlaku

(1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Poleang Barat
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Pasal 7
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yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah RERESE
Sl E i I‘

(2) Kewenangan Pemerintah Kecamatan Poleang Barat mencakup se
dlhmpahkan Kepala Daerah kepada Pemenntah Kecamatan. o Qj i

unifm

248 1V |
 KETENTUAN PENUTUP iy,

Pasals oL

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menger;al I

dlatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 3 0
o Pasal o $

‘Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Dn:etapkanI ciil
pada tangcal 23

Diundangkan di
pada tanggal,
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H IDRUS FENDY KUBE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN
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:' BEtas DesalKelurahan
dengan Ketentuan

iangkét seorang Camat

kéwehangan yang

iipelaksanaannya akan
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‘Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peré‘:qran :Dae_'rah ini dengan
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